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AMANDEMEN (amendment) 
artinya perubahan atau mengubah.

 to change the constitution

Contitutional amendment

To revise the constitution

Constitutional revision

To alter the constitution

Constitutional alteration



1. Mengubah, menambah, mengurangi, atau
memperbaharui redaksi dan substansi konstitusi
(sebagian atau seluruhnya), supaya sesuai dengan
kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa
pada zamannya.

2. Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan
demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk
mengembalikan paham konstitusionalisme
sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat
diteggakkan, anatomi kekuasaan tunduk pada
hukum atau tampilnya supremasi huku, dan
terciptanya peradilang yang bebas.



3. Untuk menghindari terjadinya pembaharuan
hukum atau reformasi hukum yang tambal
sulam, sehingga proses dan mekanisme
perubahan atau penciptaan peraturan
perundang-undangan yang baru sejalan dengan
hukum dasarnya yaitu konstitusi.



 Amandemen I, 19 Oktober 1999

 Amandemen II, 18 Agusutus 2000

 Amandemen III, 10 Oktober 2001

 Amandemen IV, 10 Agustus 2002





1) Usulan perubahan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya
1/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar diajukan secara tertulis dan
ditujukan dengan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya.



3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-
Undang Dasar, Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal
Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
Persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh
persen ditambah satu anggota dari seluruh
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.





 Mengubah rumusan yang ada, yaitu melakukan
perubahan baik menambahkan atau mengurangi
substansi dari kalimat pasal, ataupun ayat.

Contoh pada Pasal 2 (ayat 1) UUD 1945:

Sebelum diamandemen: “Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-
daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang 
ditetapkan dengan undang-undang”.



Sesudah diamandemen: “Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut
dengan undang-undang”.



 Membuat rumusan baru sama sekali, yaitu
menambah yang sebelumnya tidak ada.

Contoh pada pasal 7A :

Sebelum diamandemen: tidak ada pasal 7A

Sesudah diamandemen: “Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diajukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti bahwa telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau melakukan Wakil Presiden”. 



 Menghapus atau menghilangkan rumusan yang 
ada.
 Contohnya pada BAB IV, yang sebelum diamandemen

adalah mengenai Dewan Pertimbangan Agung, seiring
dengan dihapuskannya lebaga tersebut maka setelah
UUD 1945 diamandemen, BAB IV dihapus.

 Memindahkan rumusan pasal kedalam rumusan
ayat, atau sebaliknya memindahkan rumusan ayat
kedalam rumusan pasal.
 Contohnya pada pasal 34  :

Sebelum diamandemen : 

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
Negara”



 Setelah diamandemen:

1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh Negara

2) Negara mengembangkan sistem jaminan
ssosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan

3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.





Perubahan pertama meliputi antara lain 
hal-hal berikut:

Mengurangi, membatasi, serta
mengendalikan kekuasaan presiden dan

Hak membentuk Undang-Undang yang 
dulu ada ditangan presiden sekarang ada
pada DPR, sedangkan Presiden hanya
berhak mengajukan rancangan Undang-
Undang kepada DPR.



Perubahan yang kedua meliputi, antara lain, 
hal-hal berikut:

 Pemerintahan daerah,

 Keanggotaan, fungsi, hak, serta cara pengisian
keanggotaan DPR

 Wilayah Negara

 Warga negara dan penduduk Negara RI

 Hak asasi manusia

 Pertahanan keamanan Negara, dan

 Mengenai bendera, bahasa, lambang Negara dan
lagu kebangsaan.



Perubahan yang ketiga meliputi antara lain hal-
hal berikut:

 Pelaksanaan kedaulatan,
 Negara Indonesia adalah Negara hukum
 Kedudukan dan kewenangan MPR
 Jabatan presiden dan wakil presiden
 Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden

secara langsung oleh rakyat
 Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden

dalam masa jabatan,
 Pembentukan lembaga Negara baru, seperti

Mahkahmah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), dan Komusi Yudisial (KY)

 Pengaturan tambahan untuk Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK), dan

 Pemilihan umum (pemilu).



Perubahan yang keempat dan terakhir antara lain, 
meliputi hal-hal berikut:

 Keanggotaan MPR

 Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua

 Kemungkinan presiden dan wakil presiden
berhalangan tetap

 Kewenangan presiden

 Keuangan Negara serta bank sentral

 Pendidikan dan kebudayaan nasional.

 Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat

 Fakir miskin dan sistem jaminan social

 Aturan peralihan dan aturan tambahan, dan

 Kedudukan penjelasan UUD 1945





 lembaga tertinggi Negara : MPR RI,
juga sebagai pelaku/pelaksana
kedaulatan rakyat di Negara RI. Seperti
tersebut pada Pasal 1 Ayat (2), UUD
1945 (lama) bahwa kedaulatan adalah
ditangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya sepenuhnya oleh MPR.



 Lembaga tinggi Negara : diantaranya adalah
DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA.

 Adapun susunan MPR RI terdiri atas anggota DPR
ditambah DPR di tambah utusan daerah dan
utusan golongan, yang anggota DPR dipilih
melalui Pemilu, sedang anggota utusan daerah dan
utusan golongan berdasarkan penganggkatan.
Tugas dan kewenangan MPR RI menurut Pasal 3
UUD 1945 (lama) adalah menetapkan Undang
Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) sekarang RPJM.





 Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak
lagi diberikan sebutan sebagai lembaga
tertinggi Negara dan hanya sebagai
lembaga Negara, seperti juga DPR,
Presiden, BPK dan MA. susunan MPR RI
telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri
dari anggota DPR dan DPD yang semuanya
direkrut melalui Pemilu.



 Susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan
Negara juga mengalami perubahan, dengan
pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga
Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu

 Badan Legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR,
DPD, badan eksekutif presiden dan wakil
presiden,

 Badan yudikatif atas kekuasaan kehakiman yaitu
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga
baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi
Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara
yang lama dan dihapus adalah Dewan
Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) tetap ada hanya
diatur semua sejajar.







Terima kasih


